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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

The Global Fund adalah lembaga pendanaan internasional yang melawan AIDS, 

tuberkulosis dan malaria dengan pendekatan abad ke-21 yakni dengan konsep 

kemitraan (partnership), bersifat terbuka (transparency), belajar terus-menerus 

(constant learning) dan berbasis hasil (result-based funding). The Global Fund 

dibentuk tahun 2002 untuk memerangi AIDS, tuberkulosis dan malaria dengan  

meningkatkan sumber daya untuk memerangi ketiga penyakit tersebut. Ini adalah 

kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat yang 

hidup dengan penyakit. Kerjasama ini merupakan cara yang paling efektif untuk 

melawan penyakit menular mematikan ini. The Global Fund tidak mengelola atau 

melaksanakan program di lapangan, hanya mengandalkan para ahli lokal. The 

Global Fund bekerja dengan para mitra untuk memastikan bahwa dana untuk laki-

laki, perempuan dan anak-anak yang terkena penyakit ini digunakan dan diproses 

dengan cara yang paling efektif. 

The Global Fund juga memiliki visi dan misi dibalik tujuannya untuk 

memerangi penyakit AIDS, tuberkulosis dan malaria. Visi  The Global Fund 

adalah menjadikan dunia yang bebas dari penyakit AIDS, tuberkulosis dan 

malaria dan misi dari The global Fund adalah untuk menginvestasikan uang di 

dunia untuk menyelamatkan nyawa. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, 
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terdapat komponen-komponen model bisnis yang harus dilakukan. Komponen 

model bisnis seperti yang terdapat pada buku pedoman The Global Fund adalah: 

1. Pendanaan berbasis kinerja 

Semua program Global Fund diadakan untuk standar kinerja yang tinggi. 

Dana awal diberikan berdasarkan kualitas aplikasi dan pendanaan terus 

bertumpu pada hibah demonstrasi penerima hasil. Pelaksana program 

mengindentifikasi indikator untuk mengukur kemajuan dan bila 

memungkinkan terdapat mekanisme pelaporan nasional. 

2. Kemitraan berbasis pemerintah 

Kemitraan berlangsung terus-menerus sepanjang struktur pemerintahan. 

Di antara Dewan Komite dan kelompok penasihat, perwakilan dari sektor 

korporasi, yayasan swasta, non organisasi pemerintah dan masyarakat 

yang terkena dampak oleh ketiga penyakit ini terus membuat keputusan 

dan kekuasaan dengan perwakilan pemerintah. Lembaga teknis PBB, 

kemitraan, dan non organisasi pemerintah memberikan dukungan penting 

untuk negara untuk membangun kapasitas dan mengembangkan proposal, 

serta melaksanakan dan memantau program yang disetujui. 

3. Kemitraan di Negara-negara 

Sistem pemerintah Global Fund didasarkan pada kemitraan publik dan 

swasta yang tercermin di tingkat negara. Proposal untuk pendanaan harus 

siap dan disampaikan oleh Negara. Mekanisme koordinasi, komite yang 

mencakup kedua perwakilan sektor publik dan swasta, termasuk 

pemerintah, multilateral dan bilateral instansi, lembaga swadaya 
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masyarakat, lembaga akademik, perusahaan swasta dan orang-orang yang 

hidup dengan penyakit. Mereka mengajukan permohonan dana, mengatur 

distribusi sumber daya dan mengawasi pelaksanaan program dinegara-

negara. 

4. Kepemilikan negara 

Kepemilikan negara telah menjadi salah satu prinsip inti dari Global Fund 

sejak pembentukannya. Setiap negara mendefinisikan prioritas sendiri 

berdasarkan konsultasi pemangku kepentingan. 

5. Transparansi dan Akuntabilitas 

Dalam melaksanakan kegiatannya, Global Fund harus memastikan 

lingkungan yang transparansi dan berdedikasi untuk efisiensi. 

Akuntansi Sektor Publik dari sudut pandang ekonomi memiliki pengertian 

sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha 

untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita 

akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis 

akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga 

tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-

proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Mardiasmo, 2012). 
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Menurut Mardiasmo (2012), tujuan akuntansi sektor publik adalah: 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara 

tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang 

dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan 

pengendalian manajemen 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif 

program dan penggunaan sumber daya yang menjadi 

wewenangnya  dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah 

untuk melaporkan  kepada publik atas hasil operasi pemerintah 

dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan 

akuntabilitas. 

Dengan meningkatnya perkembangan sektor publik memberikan dampak 

langsung terhadap tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi 

sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, departemen dan lembaga 

negara. Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan 

pemberian  informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik. 

Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. 
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Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas 

horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan 

dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit 

kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas 

horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor 

publik terdiri atas beberapa dimensi: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik. 

 

2. Akuntabilitas proses 

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 

informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur 

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan 

dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan 

ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan 

pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan 
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mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk 

melaksanakan proyek-proyek publik. 

3. Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan 

alternatif program yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya 

yang minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan  terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, 

baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil 

pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 

2012). 

Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh 

kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. 

Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan 

pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta 

memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2012). 

Dalam memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik perusahaan, 

akuntan publik membantu perusahaan sektor publik dengan menyediakan jasa 

assurance maupun jasa non assurance. Menurut Arens, dkk. (2012), jasa 
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assurance adalah jasa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas informasi 

bagi para pengambil keputusan. Jasa assurance terdiri dari 5 kategori: 

1. Audit terhadap laporan keuangan historis 

2. Audit terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan 

3. Review terhadap laporan keuangan 

4. Jasa atestasi terhadap teknologi informasi 

5. Jasa atestasi lain (contoh: audit kepatuhan terhadap kebijakan, audit 

kepatuhan terhadap perjanjian, dll.) 

Sedangkan jasa non assurance terdiri dari: 

1. Jasa akuntansi dan pembukuan 

2. Jasa perpajakan 

3. Jasa konsultasi manajemen 

Menurut Agoes (2012), auditing adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap 

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan 

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Dalam auditing, terdapat pula hal penting yang harus ditaati sebelum 

melakukan auditing yakni standar audit. Standar Profesional Akuntan Publik 

adalah prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, 

sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja 

tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui 

penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan 
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prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor 

namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam 

pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. 

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan 

Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) adalah sebagai 

berikut: 

a. Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan hares direncanakan sebaik-baiknya dan jika 

digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 
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3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi 

sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan yang diaudit. 

 

c. Standar Pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan 

telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

di Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan 

dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus 

dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan 

auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersil bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus 

dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang 
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jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika 

ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 

 

Selain standar auditing yang menjadi dasar bagi auditor, terdapat 

dasar lain yang harus ditekankan oleh auditor dalam melakukan auditing. 

Dasar lain tersebut adalah prosedur audit. Menurut Agoes (2012), prosedur 

audit mencakup: 

1. Analytical review procedures, yaitu membandingkan laporan keuangan 

periode berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan realisasinya 

2. Evaluasi atas management control system yang terdapat diperusahaan. 

Tujuannya antara lain untuk mengetahui apakah terdapat sistem 

pengendalian manajemen dan pengendalian intern (internal control) 

yang memadai dalam perusahaan, untuk menjamin keamanan harta 

perusahaan, dapat dipercayainya data keuangan dan mencegah 

terjadinya pemborosan dan kecurangan. 

3. Compliance Test (Pengujian Ketaatan) 

Untuk menilai efektifitas dari pengendalian internal dan sistem 

pengendalian manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara 

sampling atas bukti-bukti pembukuan, sehingga bisa diketahui apakah 

transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah 

dilakukan sesuai kebijakan yang telah ditentukan manajemen 

perusahaan. 
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Proses audit terdiri dari 4 tahap (Arens, dkk: 2012), yaitu: 

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit. Hal ini meliputi: 

merancang perencanaan awal, memahami industri bisnis klien, menaksir 

resiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis, penetapan materialitas 

dan penaksiran resiko audit dan resiko bawaan, memahami pengendalian 

internal, mengumpulkan informasi dan menjalankan audit program. 

2. Melakukan pengujian pengendalian (Test Of Control) 

3. Melakukan prosedur analitis dan pengujian atas saldo 

4. Menyelesaikan audit dan melakukan penyusunan laporan audit. 

Dalam melakukan proses audit, auditor harus memeriksa berdasarkan 

bukti – bukti. Tipe bukti dikategorikan menjadi 8 (Arens, dkk: 2012), yaitu: 

1. Pemeriksaan Fisik 

Inspeksi atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset 

berwujud. 

2. Konfirmasi 

Penjelasan tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi 

atas keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. 

3. Dokumentasi 

Pemeriksaan atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan 

oleh klien untuk memperkuat informasi yang seharusnya terdapat dalam 

laporan keuangan. 
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4. Prosedur Analitis 

Membandingkan hubungan jumlah akun dan data lainnya yang timbul 

akibat transaksi tertentu dengan perkiraan auditor. 

5. Investigasi Klien 

Menanyakan secara tertulis maupun lisan beberapa pertanyaan yang ingin 

diketahui oleh auditor kepada klien untuk kepentingan proses audit. 

6. Penghitungan Ulang 

Pemeriksaan kembali keakuratan perhitungan matematika yang dilakukan. 

7. Pelaksanaan Ulang 

Pengujian prosedur akuntansi dan kontrol yang dibuat klien dan telah 

ditetapkan dalam sistem internal kontrol perusahaan. 

8. Pengamatan 

Pengamatan atas kegiatan klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan. 

Terdapat dua bentuk permintaan konfirmasi, yaitu (http://keuanganlsm.com): 

a)  bentuk positif : Beberapa konfirmasi bentuk positif meminta 

responden untuk menunjukkan setuju/tidaknya ia dengan 

informasi yang dicantumkan dalam permintaan konfirmasi. 

Bentuk konfirmasi positif lain tidak menyebutkan jumlah (atau 

informasi lain) pada permintaan konfirmasi, tetapi meminta 

responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang 

kosong yang disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. 

Bentuk konfirmasi positif menyediakan bukti jika jawaban 

diterima oleh auditor dari penerima permintaan konfirmasi. 
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Permintaan konfirmasi yang tidak dijawab tidak memberikan 

bukti audit mengenai asersi laporan keuangan yang dituju oleh 

prosedur konfirmasi. 

b)  bentuk negatif : Bentuk konfirmasi negatif meminta penerima 

konfirmasi untuk memberikan jawaban hanya jika ia tidak setuju 

dengan informasi yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi. 

Meskipun konfirmasi negatif yang dikembalikan dapat 

memberikan bukti mengenai asersi laporan keuangan, konfirmasi 

negatif yang tidak kembali jarang memberikan bukti signifikan 

tentang asersi laporan keuangan selain aspek tertentu asersi 

keberadaan. 

Dalam melaksanakan audit, proses awal yang dilakukan adalah 

vouching. Vouching yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang (sebagai 

contoh auditor) untuk memeriksa sesuatu untuk menjaminkan bahwa hal itu 

benar. Tujuan vouching adalah menaikkan tingkat keyakinan akan suatu hal 

dan ini menjadi senjata ampuh untuk menemukan kesalahan – kesalahan yang 

mungkin tidak disengaja (Arens, dkk: 2012). 

Untuk menjamin bahwa hal itu benar dalam memeriksa sesuatu, 

terdapat hal penting juga didalamnya, yakni footing dan cross footing. 

Footing adalah melakukan perhitungan jumlah total suatu akun dengan cara 

menghitung secara vertikal (dari atas ke bawah). Cross Footing adalah 

melakukan perhitungan jumlah total suatu akun dengan cara menghitung 

secara horizontal (dari kiri ke kanan). Tujuan melakukan footing dan cross 
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footing adalah untuk memastikan bahwa data atau laporan yang disediakan 

untuk audit sudah benar perhitungannya. 

Menurut Agoes (2012), semua prosedur audit yang dilakukan dan 

temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja 

pemeriksaan (KKP). Kertas Kerja Pemeriksaan adalah semua berkas-berkas 

yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, yang 

berasal dari: 

1. Pihak klien 

2. Analisis yang dibuat auditor 

3. Dari pihak ketiga. 

 

Berkas yang berasal dari Klien, misalnya: 

1. Neraca saldo (Trial Balance) 

2. Rekonsilisasi Bank (Bank Reconciliation) 

3. Rincian persediaan (Final Inventory List) 

4. Voucher kegiatan dan perjalanan dinas. 

 

Analisis yang dibuat auditor, misalnya: 

1. Berita acara Kas Opname (Cash Count Sheet) 

2. Pemahaman dan Evaluasi Internal Control, termasuk Internal Control 

Questionnaires 

3. Top Schedule 

4. Supporting Schedule 

Pelaksanaan Jasa..., Shandy, FB UMN, 2015



15 
 

5. Konsep Laporan Audit  

6. Management Letter. 

 

Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga, misalnya: 

1. Konfirmasi dari bank 

2. Pengadaan aset dari vendor. 

 

Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan menurut Agoes (2012) : 

1. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan 

2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai 

dengan Standar Profesional Akuntan Publik. 

3. Sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari: 

a. Pihak Pajak 

b. Pihak Bank 

c. Pihak Klien 

4. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten (seluruh tim audit) sehingga 

dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan 

partner, sesudah selesai suatu penugasan. 

5. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. 

 

Setelah melakukan serangkaian proses audit, maka tahap terakhir yang 

dilakukan adalah menyusun Laporan Hasil Audit (LHP). Menurut Rai (2008) 

Laporan Hasil Audit ini merupakan tahap pelaporan. Tahap pelaporan adalah 
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tahap yang paling penting dari siklus pekerjaan audit kinerja. Laporan audit harus 

memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu 

lembaga legislatif, pemerintah, media, publik, maupun akademisi. Oleh karena 

itu, laporan hasil audit harus disusun sebaik mungkin. Manfaat laporan audit 

adalah sebagai alat komunikasi antara auditor dan auditee serta pejabat 

pemerintah yang berwenang sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan salah 

tafsir terhadap hasil audit dan sebagai bahan atau dasar bagi auditee untuk 

melakukan tindakan perbaikan dan tindak lanjut. Tujuan pelaporan hasil audit 

adalah menyediakan informasi, rekomendasi, dan penilaian yang independen 

bagi para pengguna laporan mengenai pelaksanaan kegiatan entitas yang diaudit, 

apakah telah diselenggarakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Adanya 

Laporan Hasil Audit diharapkan terjadi suatu perubahan yang positif dalam 

pelaksanaan seluruh kegiatan entitas yang diaudit. 

Laporan audit yang andal terdiri atas sasaran dan ruang lingkup audit, 

metodologi, temuan audit, simpulan dan rekomendasi. Laporan juga harus 

menjelaskan apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit. Dengan demikian, 

maksud laporan dapat mudah dipahami dan ditafsirkan oleh pembaca (Rai, 

2008). 

Karakteristik Laporan Hasil Audit yang baik menurut Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah sebagai berikut: 

1. Tepat waktu 

Laporan Hasil Audit harus tepat waktu agar informasi yang dimuat 

bermanfaat secara maksimal. Untuk menghasilkan laporan tepat 
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waktu, auditor harus merencanakan pelaksanaan audit dan penerbitan 

laporan tersebut. 

2. Lengkap 

Kelengkapan dalam suatu laporan audit berarti bahwa hubungan 

antara tujuan, kriteria, temuan dan simpulan secara jelas diungkapkan. 

Apabila auditor memberikan rekomendasi, harus ada hubungan yang 

jelas antara analisis simpulan dan rekomendasi. 

3. Akurat 

Fakta dan angka yang menyertai pernyataan harus didukung oleh 

bukti audit yang cukup. Akurasi dibutuhkan untuk meyakinkan 

pembaca bahwa laporan yang disajikan layak dan dapat dipercaya. 

Ketidakakuratan pada salah satu bagian laporan akan menyebabkan 

keraguan terhadap seluruh isi laporan. Untuk memperoleh standar 

yang tinggi terhadap keakuratan data/laporan, diperlukan sistem yang 

efektif atas penjaminan mutu (quality assurance). 

4. Objektif 

Semua aspek permasalahan harus disajikan dengan cara yang tidak 

bias dan seimbang. Penjelasan atau pendapat yang berbeda dari pihak 

auditee juga harus dicantumkan dalam laporan untuk membuat 

laporan tersebut adil dan objektif. Laporan yang adil juga harus 

menyatakan tentang kinerja yang dapat diuji, manajemen yang efektif, 

dan contoh-contoh kinerja auditee yang baik, serta kelemahan dalam 

pengendalian internal dan contoh-contohnya. 
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5. Meyakinkan 

Laporan harus menjawab tujuan audit serta menyajikan temuan, 

simpulan, dan rekomendasi yang logis. Laporan yang meyakinkan 

dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan 

perhatiannya pada hal yang membutuhkan perhatian dan dapat 

membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi audit. 

6. Jelas 

Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Untuk itu, laporan harus 

ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Pengorganisasian 

laporan secara logis, akurat, dan tepat dalam penyajian fakta 

merupakan hal yang penting untuk memberikan kejelasan dan 

pemahaman bagi pengguna laporan. 

7. Ringkas 

Laporan harus ringkas, yaitu tidak lebih panjang dari yang diperlukan 

untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu 

rinci dapat menurunkan mutu laporan, bahkan dapat mengaburkan 

pesan yang ingin disampaikan dan mengurangi minat pembaca. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Magang 

Program kerja magang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh: 

1. Mendapatkan pengalaman mengenai proses – proses yang harus ditempuh 

dalam melakukan audit, khususnya dalam mengaudit sektor publik. 
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2. Dapat menerapkan teori rangkaian praktek audit yang didapat dan 

mempraktekannya ke dalam dunia kerja. 

3. Pengetahuan bagaimana mempraktikan kinerja auditor dalam praktik kerja 

yang sesungguhnya. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2014 

sampai dengan 05 September 2014 di Kantor Akuntan Publik 

Suganda Akna Suhri & Rekan sebagai junior auditor, yang berlokasi 

di Ruko Vienna Blok B No. 2, Lantai 2, Jalan Raya Kelapa Dua, 

Gading Serpong, Tangerang. Jam kerja selama magang yaitu Senin 

sampai Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB. 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Berdasarkan buku Panduan Magang Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara 2014, prosedur 

pelaksanaan kinerja magang adalah sebagai berikut: 

A. Pengajuan 

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir 

pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan 

pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan 
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kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh 

Ketua Program Studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 

dapat diperoleh dari program studi; 

b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua 

Program Studi; 

c. Program Studi menunjuk seorang dosen full time pada Program 

Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang; 

d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja 

magang kepada Ketua Program Studi; 

e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja 

Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang; 

f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang 

ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin a, b, c dan d, 

dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. 

Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya 

kepada Koordinator Magang. 

g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila 

telah menerima surat  balasan bahwa mahasiswa bersangkutan 

diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang 

ditujukan kepada Koordinator Magang; 

h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja 

magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, 
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Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja 

Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang. 

B. Tahap Pelaksanaan 

a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, 

mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang 

yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan 

pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika 

mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut 

tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa 

akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan 

praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, 

serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan 

magang pada periode berikutnya. 

b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang 

bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan 

kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di 

perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai 

berikut: 

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan 

komunikasi mahasiswa dalam perusahaan 

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan 

data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, 

sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, 
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prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi 

penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan 

perusahaan) 

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan 

penilaian, cara presentasi dan tanya jawab. 

c.  Mahasiswa bertemu dengan dosen pembmbing untuk 

pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja 

magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan 

tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang 

yang selanjutnya disebut Pembimbing Lapangan. Dalam periode 

ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf 

perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat 

kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan – 

penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara 

fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan 

sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan 

universitas, serta mahasiswa diharuskan  mengulang proses 

kerja magang dari awal. 

d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. 
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e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di 

perusahaan sesuai bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan 

tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan 

atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di 

perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi 

penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan 

dengan terapan praktisnya. 

f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan 

usaha kerja magang mahasiswa. 

g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator 

Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang 

memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha 

menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan 

dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. 

C. Tahap Akhir 

a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa 

menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalanannya selama 

kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan 

dosen Pembimbing Kerja Magang. 

b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan 

struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia 

Nusantara. 
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c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa 

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja 

Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing 

dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa 

menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing 

Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir 

penilaian pelaksanaan kerja magang (Fom KM-06). 

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja 

magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa 

selama melaksanakan kerja magang. 

e. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan 

perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

bersankutan telah menyelesaikan tugasnya. 

f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh 

Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim 

secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui 

mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk 

disampaikan kepada Koordinator Magang. 

g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, 

Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang. 

h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan 

mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja 

magang. 
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